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ABSTRACT 
The Camplong Nature Tourism Park (NTP) is one of the conservation areas in Kupang 
Regency, East Nusa Tenggara Province. The NTP Camplong area is partially designated as a 
Nature Tourism Park managed by the Natural Resources Conservation Agency East Nusa 
Tenggara (BBKSDA NTT) based on the Decree of the Minister of Forestry Number: SK.347 / 
MenhutII / 2010 with an area of 696.60 Ha. One of the management activities carried out in 
Camplong NTP is protection of forest areas. Protection efforts are faced with various threats, 
including being located near settlements and public roads, making them vulnerable to habitat 
destruction. Forest fires, illegal use of area resources and waste disposal are the main problems 
that threaten the existence of the NTP Camplong area. Based on the Management Effectiveness 
Tracking Tool (METT) assessment by BBKSDA NTT, the METT score was 69%, from the 
minimum value of 70%. This study aims to determine the effectiveness and strategies to increase 
the effectiveness of efforts to protect the Camplong Nature Park area. The research was conducted 
in July-August 2019 at NTP Camplong. Data collection was carried out by direct observation and 
in-depth interviews. From the research results, it is known that the management aspects in the 
form of planning, organizing, implementing, and monitoring carried out in NTP Camplong have 
generally been implemented even though they have not run optimally. This has an impact on the 
less than optimal protection efforts for the NTP Camplong area. Strategies for increasing the 
effectiveness of the management of the NTP Camplong area, namely: strengthening management 
management; increasing the implementation of area protection and security; coordination with 
government and legal institutions; as well as increasing community participation in area protection 
efforts. 









Taman Wisata Alam termasuk ke 
dalam kategori Kawasan Pelestarian Alam 
yaitu kawasan yang mempunyai ciri khas 
tertentu, baik daratan maupun perairan, yang 
mempunyai fungsi perlindungan system 
penyangga kehidupan, pengawetan 
keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, 
serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya 
alam hayati dan ekosistemnya (Riharno, 
2010). 
TWA Camplong merupakan salah 
satu kawasan konservasi yang ada di 
Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara 
Timur. Kawasan TWA Camplong secara 
parsial ditetapkan sebagai Taman Wisata 
Alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Kehutanan Nomor : SK.347/MenhutII/2010 
tentang penetapan TWA Camplong yang 
terletak di wilayah Kabupaten Kupang 
Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 25 
Mei 2010 dengan luas kawasan 696,60 Ha. 
Secara administrasi kawasan ini terletak di 
Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, di 
dalam kawasan terdapat satu desa enclave 
yaitu Desa Oebola Dalam seluas 51,50 Ha. 
Kawasan Taman Wisata Alam 
dikelola oleh pemerintah dan dikelola dengan 
upaya pengawetan keanekaragaman jenis 
tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. 
Kebijakan yang mengatur mengenai 
pengelolaan kawasan suaka alam dan 
pelestarian alam diatur dalam Peraturan 
Pemerintah NO. 28 Tahun 2011, BAB I 
Pasal I bagian ketiga. TWA Camplong 
dikelola oleh Resort KSDA TWA Camplong, 
Seksi Konservasi Wilayah II Camplong, 
Bidang KSDA Wilayah I Soe pada Balai 
Besar KSDA Nusa Tenggara Timur. 
Salah satu kegiatan pengelolaan yang 
dilakukan di TWA adalah perlindungan. 
Perlindungan hutan meliputi pengamanan 
hutan, pengamanan tumbuhan dan satwa liar, 
pengelolaan tenaga dan sarana perlindungan 
hutan dan penyidikan. Perlindungan Hutan 
diselenggarakan dengan tujuan untuk 
menjaga hutan, kawasan hutan dan 
lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi 
konservasi dan fungsi produksi dapat 
tercapai secara optimal dan lestari. Upaya 
perlindungan bagi kawasan tersebut banyak 
mengalami hambatan yang berasal dari 
keterbatasan pengelolaan kawasan dan 
pemanfaatan sumber daya hayati oleh 
masyarakat yang bermukim di sekitar 
kawasan TWA. 
Management Effectiveness Tracking 
Tool (METT) merupakan salah satu alat yang 
secara universal telah digunakan oleh 
pengelola kawasan konservasi dalam 
melakukan penilaian efektivitas pengelolaan 
kawasan. Berdasarkan penilaian oleh 
pengelola (BKSDA), didapat nilai skor 
METT sebesar 69% yang artinya hampir 
mencapai nilai minimun indeks METT. 
Penilaian menunjukkan bahwa TWA 
Camplong relatif dikelola dengan efektif 
walaupun belum mencapai nilai minimum 
(70%) sehingga diharapkan dengan 
perbaikan manajemen pengelolaan dapat 
didorong untuk mencapai nilai METT 70% 
Tahun2019. METT dalam perkembangannya 
juga dirasakan perlu keterlibatan pihak-pihak 
yang terkait dengan pengelolaan untuk 
memberikan hasil yang akurat dan obyektif. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas 
maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian mengenai “Strategi Peningkatan 
Efektifitas Perlindungan di Kawasan 
Taman Wisata Alam Camplong, 
Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa 
Tenggara Timur”. 
Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui efektivitas dan strategi 
peningkatan efektivitas upaya perlindungan 
kawasan Taman Wisata Alam Camplong. 
Penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu 
masukan dalam penentuan dan pengambilan 
kebijakan pengelolaan perlindungan TWA 
Camplong oleh BBKSDA NTT serta 
stakeholders terkait pengelolaan lainnya. 
II. METODOLOGI PENELITIAN 
Penelitian ini dilakukan di Taman 
Wisata Alam Camplong Kabupaten Kupang, 
Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini 














Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian 
 
Adapun alat yang digunakan adalah 
kamera digital, panduan wawancara, dan alat 
tulis. Bahan yang digunakan adalah pihak 
pengelola TWA Camplong dan stakeholders 
terkait kawasan TWA Camplong. 
Jenis data yang akan diambil dalam 
penelitian ini adalah berupa data primer dan 
penunjang (sekunder). Data primer diambil 
dari wawancara mendalam kepada petugas 
resort TWA Camplong dan juga masyarakat 
sekitar hutan, pemerintah daerah, serta 
stakeholders terkait lainnya dalam 
partisipasinya melindungi kawasan TWA 
Camplong. Selain itu, dokumen penunjang 
penelitian meliputi buku perencanaan 
kawasan, laporan hasil penilaian 
Management Effectiveness Tracking Tool 
(METT) kawasan TWA Camplong tahun 
2018, Standar Operasi Pelaksanaan (SOP) 
perlindungan kawasan TWA Camplong serta 
kebijakan-kebijakan tentang perlindungan 
kawasan oleh pengelola dan pihak terkait 
perlindungan kawasan. Data sekunder 
merupakan data yang diperoleh dari buku 
teks, artikel, jurnal, laporan dan sumber-
sumber pustaka lainnya. Data yang 
dikumpulkan meliputi: kondisi umum TWA 
Camplong, dokumen rencana pengelolaan 
tahun 2016 dan dokumen penataan kawasan 
TWA Camplong 2015. 
Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan metode pengamatan 
(observasion) langsung, metode wawancara 
mendalam (in-depth interviewing), studi 
pustaka dan dokumentasi. Pemilihan 
responden untuk wawancara dilakukan 
secara purposif (purposive sampling) dan 
informan yang dipilih berdasarkan peran dan 
fungsi serta pemahamannya dalam 
perlindungan kawasan TWA Camplong. 
Populasi dari masyarakat sekitar 
kawasan dalam penelitian ini dipilih 
kelurahan Camplong I sebanyak 1.070 KK. 
Sampel dalam penelitian ini yaitu 1 orang 
dewasa sebagai perwakilan dari setiap KK. 
Responden yang dipilih berumur diatas 18 
Tahun yang dianggap mampu untuk 
menjawab pertanyaan yang diberikan. 
Teknik penggunaan sampel yang digunakan 
adalah rumus slovin (Sugiono, 2010). 
Perhitungan penentuan responden dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu : 








  n = 99,90 
 
Keterangan :  
n = jumlah elemen / anggota sampel 
N = jumlah elemen / anggota populasi 
E = eror level (tingkat kesalahan    
digunakan  10% atau 0.1) 
  
Data yang dikumpulkan dari hasil 
penelitian dianalisis secara deskriptif dan 
diolah kemudian dianalisis menggunakan 
metode analisis SWOT untuk menentukan 
strategi dalam meningkatkan efektivitas 
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Tabel 1. Matriks Analisis SWOT 
 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
  
3.1 Perlindungan Kawasan Taman Wisata 
Alam Camplong 
Untuk meninjau sejauh mana 
pengelolaan perlindungan, dapat diketahui 
melalui penilaian efektivitas pengelolaan 
TWA Camplong. Efektivitas pengelolaan 
perlindungan kawasan TWA Camplong 
merupakan suatu kajian untuk mengetahui 
sebaik apa kawasan dikelola terutama 
berkaitan dengan perlindungan dan 
pengamanan sumber daya di dalamnya. 
Dalam (Anonim, 2015), pengelolaan 
kawasan konsevasi diterjemahkan kedalam 5 
elemen kriteria yang menjadi tolak ukur 
dalam keberhasilan pengelolaan. Elemen 
tersebut yaitu:  
1. Elemen Konteks  
Elemen konteks berhubungan dengan 
penetapan, pengukuhan kawasan dan 
perjanjian hukum terkait dengan 
keberadaan kawasan. Status hukum 
TWA Camplong ditetapkan pada 
Tanggal 12 Desember 1983, melalui 
Keputusan Nomor 89/Kpts/Um/83 
tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan 
(TGHK). Secara parsial ditetapkan 
sebagai Taman Wisata Alam 
berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Kehutanan Nomor: SK.347/Menhut-
II/2010, tanggal 25 Mei 2010. penataan 
tata batas kawasan yang dilakukan Balai 
Planologi Kehutanan Wilayah IV Nusa 
Tenggara tanggal 8 Juni 1982 kawasan 
yang riil ditata batas adalah seluas 
696,60 hektar, kemudian diperkuat 
dengan SK Menteri Kehutanan Nomor: 
SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014 
tanggal 14 Mei 2014 tentang Kawasan 
Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi 
Nusa Tenggara Timur.  
2. Perencanaan pengelolaan kawasan 
Perencanaan yang dibuat oleh pihak 
pengelola berupa rencana pengelolaan 
jangka panjang Taman Wisata Alam 
Camplong periode 2017-2026. Dalam 
RPJP TWA Camplong telah disepakati 
tujuan visi dan misi pengelolaan TWA 
Camplong. Perencanaan jangka pendek 
yang terkait dengan perlindungan oleh 
pengelola TWA Camplong belum 
dibuat. Karenanya, RJP 
diimplementasikan dalam bentuk 
perencanaan teknis. Pedoman 
perencanaan teknis pengelolaan TWA 
Camplong  memuat aspek perlindungan 
hutan secara preventif, preemtif dan 
represif. Penataan blok TWA Camplong 
terdiri dari blok perlindungan, blok 
pemanfaatan, dan blok lainnya (blok 
khusus, blok rehabilitasi, blok religi 
budaya sejarah). 
3. Pengelolaan sumber daya 
Anggaran pengelolaan TWA Camplong 
berasal dari APBN yang dimuat dalam 
DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan 
Anggaran) BBKSDA NTT sehingga 
pengelolaan harus dilakukan dengan 
menggunakan skala prioritas seperti 
patroli rutin yang diberikan kepada 
petugas setiap bulan. Selain itu, Tenaga 
kepegawaian yang bertugas di resort 
TWA Camplong berjumlah 5 orang 
petugas sehingga SDM di TWA 
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Camplong masih menjadi kelemahan 
dari kegiatan perlindungan kawasan 
dalam meningkatkan produktifitas dan 
efektivitas kerja. Sarana pendukung 
dalam pengelolaan perlindungan 
kawasan masih belum memadai di TWA 
Camplong. Kurangnya sarana prasanana 
pendukung ini menyebabkan kegiatan 
perlindungan menjadi terbatas dan tidak 
efektif. 
4. Proses pengelolaan perlindungan TWA 
Camplong 
Pelaksanaan perlindungan kawasan 
TWA Camplong sudah dilaksanakan 
sesuai dengan kebutuhan pengelolaan. 
Pelaksanaan pengamanan hutan di TWA 
Camplong dimulai dengan cara 
pembinaan (preemtif), pencegahan 
(preventif) dan penindakan (represif). 
Wujud nyata dari perlindungan kawasan 
TWA Camplong adalah pendidikan dan 
penyadaran, pengamanan rutin, 
pengurusan ijin dalam kawasan, dan 
rehabilitasi kawasan yang dijalankan 
dalam bentuk sistem proteksi kawasan. 
Upaya mempertahankan kawasan hutan 
TWA Camplong difokuskan pada 
gangguan yang memiliki tingkat 
ancaman yang tinggi terhadap kawasan.  
5. Kerjasama dengan pihak Stakeholders 
BBKSDA melakukan kerjasama untuk 
mengurangi keterbatasan dari segi tugas 
dan fungsi serta anggaran. Kerjasama 
dilakukan dengan masyarakat yaitu 
dengan membentuk lembaga 
kemasyarakatan seperti: Masyarakat 
Mitra Polisi Kehutanan (MMP), kader 
konservasi, dan Masyarakat Peduli Api 
(MPA). Sedangkan kerjasama dengan 
pemerintah daerah wilayah Kabupaten 
Kupang terwujud dalam pengukuhan 
kawasan dan peraturan daerah kabupaten 
Kupang maupun provinsi Nusa Tenggara 
Timur. TWA Camplong telah masuk 
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 
Provinsi (RTWP) NTT Tahun 2010-
2030, sehingga semakin menguatkan 
keberadaan kawasan TWA Camplong 
dari ancaman konflik lahan. Kerjasama 
dengan POLRI dalam hal perlindungan 
kawasan TWA Camplong. Kegiatan 
yang dilakukan bersama antara lain 
kegiatan kesamaptaan yaitu patrol 
gabungan pengawasan tindak pidana 
pengrusakan hutan, penegakan hukum 
dan penyadaran masyarakat. 
6. Monitoring dan Evakuasi  
Monitoring dan evaluasi perlindungan 
kawasan TWA Camplong dilakukan 
secara rutin oleh BBKSDA NTT melalui 
laporan yang dibuat oleh petugas Resort 
TWA Camplong. Hasil wawancara dan 
pengamatan, monitoring dan evaluasi 
sudah berjalan dengan baik, namun 
tindak lanjut dari pelaporan mengenai 
kerusakan dan tindak pidana dalam 
kawasan TWA Camplong masih belum 
terlaksana sepenuhnya. Hal ini 
disebabkan karena kurangnya SDM 
perlindungan hutan di BBKSDA NTT 
yang tidak sebanding dengan banyaknya 
kawasan konservasi di NTT. 
 
3.2 Strategi Peningkatan Pengelolaan 
Perlindungan dalam Kawasan  Taman 
Wisata Alam Camplong 
Alternatif strategi pengelolaan 
perlindungan kawasan TWA Camplong 
dibuat dengan mempertimbangkan factor-
faktor yang menjadi kekuatan (strength), 
kelemahan (weakness), peluang 
(opportunities) dan ancaman (threat) yang 
berpengaruh dalam perlindungan TWA 
Camplong. Analisis SWOT pemgelolaan 
perlindungan kawasan TWA Camplong 




















• Legalitas Kawasan 
• Acuan Peraturan perundang-
undangan yang jelas dan mengikat 
• Kelembagaan yang kuat 
• Kerja sama dengan masyarakat 
desa penyangga 
Kelemahan(W) 
• Anggaran  
• Sumber Daya Manusia 
• Sarana pendukung  
• Kurangnya sosialisasi dan 
kerja sama yang dilakukan 
dengan statkeholders 
Peluang(O) 
• Potensi peningkatan 
manajemen 
kelembagaan 
• Pengelolaan kawasan 
bersama pemerintah 
daerah, swasta dan 
perorangan. 







• Pemantapan pengelolaan 
perlindungan kawasan 
• Meningkatkan partisipasi  
masyarakat sekitar hutan dalam 
kegiatan perlindungan kawasan 
• Meningkatkan kerja sama dengan 
stakeholders melalui kerja sama 
usaha wisata dan kegiatan terkait 
perlindungan kawasan. 
• Melakukan koordinasi dengan 
Instansi pemerintahan dan aparat 
keamanan dalam usaha 
perlindungan kawasan. 
Strategi WO 
• Mengoptimakan peran 
instansi pemerintah daerah 
dan aparat keamanan dalam 
perlindungan kawasan 
• Melibatkan  stakeholders 
terkait dalam kegiatan 
perlindungan 
• Mengoptimalkan peran 
lembaga masyarakat  dalam 
usaha perlindungan kawasan 
Ancaman (T) 
• Aktivitas masyarakat 
didalam dan sekitar 
kawasan hutan 
• Keberadaan desa 





hutan dengan kawasan 
hutan 
Strategi (ST) 
• Melakukan rekonstruksi batas 
kawasan dan pemeliharaan batas 
kawasan 
• Melaksanakanpencegahan dan 
pengawasan dari ancaman 
terhadap kawasan secara optimal 
dan tepat sasaran. 
• Meningkatkan kepedulian dan 
pengetahuan masyarakat 
mengenai tentang perlindungan 
kawasan hutan melalui 
sosialisasi, pendidikan dan 
penyadaran. 
• Melakukan pengamanan kawasan 
tegas danmendorong penggunaan 
kearifan lokal dalam memberikan 
efek jera bagi oknum masyarakat 
yang melakukan perusakan hutan 
Strategi (WT) 
• Meningkatkan kualitas dan 
kuantitas sumber daya 
manusia 
• Melakukan penambahan alat, 
sarana dan prasarana 
perlindungan dan 
pengamanan kawasan 
• Menyediakan dana yang 
memadai dalam pengelolaan 
kegiatan perlindungan 
kawasan 
• Meningkatkan pemberdayaan 
masyarakat sekitar kawasan 
Dari hasil analisis SWOT pada tabel 
2, maka strategi untuk meningkatkan 
pengelolaan perlindungan kawasan TWA 
Camplong yaitu dengan pemantapan dan 
penguatan manajemen pengelolaan yang 
masih belum maksimal. Oleh karena itu, 
peningkatan kapasitas input dalam 
pengelolaan harus ditingkatkan. Kebutuhan 
anggaran perlindungan kawasan harus dapat 
memenuhi kebutuhan baik itu biaya 
administrasi, pemeliharaan sarana prasarana 
perlindungan maupun pelaksanaan 
pengamanan hutan yaitu patroli rutin, patroli 
bersama masyarakat, penindakan pidana 
perusakan hutan serta rehabilitasi kawasan 
hutan. Selain itu, Kegiatan pengawasan dan 
pencegahan harus dilakukan secara optimal 
sesuai kebutuhan pengelolaan melalui 
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pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang 
maksimal sesuai dengan kebutuhan 
pengelolaan dan tanggap terhadap situasi 
kawasan. Koordinasi dengan lembaga 
pemerintah dan hukum merupakan salah 
satu strategi yang dapat dilakukan guna 
meningkatkan perlindungan kawasan TWA 
Camplong. Berkaitan dengan kurangnya 
kesadaran masyarakat untuk menjaga dan 
menlindungi hutana maka perlu dilakukan 
kegiatan sosialisasi untuk memberikan 
pengetahuan tambahan kepada masyarakat 
tentang manfaat serta fungsi hutan. 
 
IV. KESIMPULAN 
Kesimpulan yang dapat diambil 
berdasarkan hasil penelitian, adalah sebagai 
berikut: 
1. Pengelolaan perlindungan kawasan 
TWA Camplong dilaksanakan oleh 
BBKSDA NTT. Aspek perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, dan 
pengawasan yang dilakukan di TWA 
Camplong secara umum sudah 
dilaksanakan meskipun belum dapat 
berjalan secara optimal. Status hukum 
berupa legalitas dan acuan perundang-
undangan sudah jelas, perencanaan 
pengelolaan sudah memadai dan 
menjadi dasar dalam pelaksanaan 
pengelolaan. Input pengelolaan yaitu 
sumber daya manusia, sarana prasana 
dan anggaran masih belum mencukupi 
kebutuhan pengelolaan. Hal ini 
berdampak pada kurang maksimalnya 
proses pelaksanaan perlindungan dan 
pengamanan  kawasan TWA Camplong. 
2. Strategi peningkatan efektivitas 
pengelolaan kawasan TWA Camplong 
yaitu: pemantapan dan penguatan 
manajemen pengelolaan; meningkatkan 
pelaksanaan perlindungan dan 
pengamanan kawasan; meningkatkan 
koordinasi dengan lembaga pemerintah 
dan hukum; serta meningkatkan peran 
serta masyarakat dalam usaha 
perlindungan kawasan hutan. 
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